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PENUTUP

51 Kesimpulan

Hasil dari penelitian mengenai akuntabilitas pengel olaan Dana Desa yang dilakukan

oleh pemerintah Kalurahan Kaligintung Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo,

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1

Pengelolaan dana desa di kalurahan Kaligintung sudah sesuai dengan perundang-
undangan maupun ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana desa telah
dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas namun masih kurang transparan karena
informasi mengenai penggunaan dana desa hanya bisa diperolen melalui papan
informasi atau baliho. Belum efektifnya penggunaan website menyebabkan
kurangnya keterbukaan informasi bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui
penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pengelolaan keuangan desa di
kalurahan kaligintung

Penyerapan dana desa yang dianggarkan pada bidang pembangunan
meningkatkan nilai indeks ketahanan sosial namun juga mempengaruhi indeks
ekonomi dan ekologi jika kurangnya penyal uran dana pada kedua aspek tersebut.
Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan nilai komposit sehingga menyebabkan
nilai indeks des menurun.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah bailk namun
partisipasi masyarakat terutama dalam kegiatan padat karya masih dilandaskan
pada pemenuhan kebutuhan materil sehingga dalam pelaksanaannya tidak
tercapa pembelgjaran dan peningkatan kapasitas masyarakat padahal seharusnya
bisa memberdayakan masyarakat melaui kegiatan swakelola padat karya

tersebut.
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5.2 Keterbatasan Pendlitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian terdapat beberapa keterbatasan penelitian antara

lain:

1 Penelitian ini berfokus pada pengel olaan dana desa yang bersumber dari APBN
sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan akuntabilitas terhadap
keseluruhan pengel olaan keuangan desa.

2. Penelitian ini tidak melibatkan informan dari unsur masyarakat kalurahan
sehingga tidak bisa menggambarkan dampak nyata dari pengelolaan dana desa
yang dirasakan masyarakat sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi.

3. Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara penuh sehingga
penygjian data mengenai dana desa hanya berdasarkan hasil wawancara yang
disesuaikan dengan informasi pada RKP Kaurahan dan Laporan
Pertanggungjawaban Redlisasi APBKal.

53 Saran
1 Perlu adanya peningkatan kualitas informasi yang diberikan melalui website ,

karena keterbukaan informasi tidak hanya untuk masyarakat desa, tetapi juga
untuk masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik. Selainitu penggunaan
website juga memberikan kemudahan dari segi biaya dan waktu. Melaui
penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dapat meningkatkan
kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan
desa, karena proses perencanaan seluruh kegiatan pembangunan desa, hasil
pembangunan desa dan besaran biaya yang digunakan dapat diperoleh secara

utuh dan transparan.
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Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai dana desa bagi perangkat desa,
BPK dan juga unsur masyarakat melalui pembinaan pengelolaan dana desa
karena berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, peneliti
menemukan ketergantungan terhadap individu tertentu sehingga bisa berdampak
negatif terhadap kemandirian pihak-pihak yang bergantung terhadap individu
tersebut dalam memahami tanggung jawab masing-masing individu terhadap
perannya dalam Kkegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya
pembinaan diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas
masyarakat dalam pembangunan kal urahan.

Pemerintah kalurahan juga perlu memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan
masyarakat terutama yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan lingkungan
karena pemberdayaan masyarakat memberikan berbaga manfaat bagi
masyarakat seperti meningkatkan kualitas atau sumber daya masyarakat,
meningkatkan keterampilan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat,
membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka pengangguran sehingga
terwujudnya tujuan dari pemberian dana desa yaitu adanya peningkatan kualitas
hidup, peningkatan kesgjahteraan, penanggul angan kemiskinan, dan peningkatan
pelayanan publik sehingga nantinya akan membantu meningkatkan nilai indeks
ekonomi kalurahan.

Pemerintah Desa mengoptimakan fungs BUMDes yang dapat meningkatkan
Pendapatan Adi Desa melalui pengelolaan potens desa yang ada untuk
memenuhi kebutuhan pokok desa sehingga kalurahan bisa lebih mandiri. Selain
itu BUMDes hisa berperan sebagai pengelola pasar desa sehingga dapat

meningkatkan pendapatan kalurahan.
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Perlu adanya peatihan-pelatihan yang disdlenggarakan oleh pemerintah
kalurahan yang menunjang kesiapsiagaan desa menghadapi bencana yang sering
terjadi dan tak terduga. Perlu juga adanya peningkatan kapasitas masyarakat
sehingga masyarakat mengetahui dan memahami alur pengel olaan dana desa dan
prioritas penggunaan dana desa sehingga usulan yang ada juga menyentuh sektor-
sektor lain selain pembangunan.

Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menambah informan dari
pihak tokoh dan unsur masyarakat untuk memperoleh gambaran lebih luas
mengenai outcome yang dirasakan masyarakat sehingga dapat mengukur

seberapa efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna)
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